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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN      PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah

menjatuhkan  penetapan  sebagaimana  tersebut  di  bawah ini,  dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Budi Harjo Sugiarto alias Budi HS Bin Entom, tanggal lahir 31 Desember

1977 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA,

tempat kediaman di Pasanggrahan RT. 004 RW. 008 Kelurahan

Sirnagalih  Kecamatan  Indihiang  Kota  Tasikmalaya,  sebagai

Pemohon I;

dan 

Liah Cahliah Binti Memen, tanggal 19 Februari 1980 /umur 40, agama Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat

kediaman  di  Pasanggrahan  RT.  004  RW.  008  Kelurahan

Sirnagalih  Kecamatan  Indihiang  Kota  Tasikmalaya,  sebagai

Pemohon II;

Dalam hal  ini  Pemohon I  dan Pemohon II  memberikan kuasa

khusus kepada Andri  Saputra,  SH dan ...,  Advokat/Pengacara

yang  berkantor  di  Griya  Mangin  Persada  Blok  C.1  Kel.

Bungursari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat

Kuasa khusus tanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftar dalam

Register Kuasa Nomor 623/Re.K/2020/PA.Tmk  tanggal 19 Maret

2020,  selanjutnya  keduanya  secara  bersama-sama  disebut

sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Setelah  mendengar  keterangan Para  Pemohon,  anak Para  Pemohon,  calon

suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Para  Pemohon  berdasarkan  surat  permohonannya

tertanggal  18  Maret  2020  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Kota  Tasikmalaya  dengan  register  perkara  Nomor

107/Pdt.P/2020/PA.Tmk,  tanggal  19  Maret  2020,  telah  mengajukan

permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-

dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yaitu : 

                                                     

Nama                              :  Yayu  Ratna  Komala  Binti  Budi  Harjo

Sugiarto alias Budi HS

 Umur                              : 18 Tahun

Tempat Kediaman di   : Pasanggrahan RT. 004 RW. 008 Kelurahan

Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Akan menikah dengan calon suaminya :

Nama                              :  Anshor  Amirullah  Siddiq  Bin  Bubun

Bunyamin B              alias Bubun Bunyamin

Umur                              : 21 Tahun

Pekerjaan                      : Wiraswasta

Tempat Kediaman di   : Jl. Ir H. Juanda Bypass Cieunteung Makam

RT.  001  RW.  009  Kelurahan  Bantarsari  Kecamatan  Bungursari  Kota

Tasikmalaya.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

2. Bahwa  syarat-syarat  untuk  melaksanakan  pernikahan  tersebut

baik  menurut  ketentuan  hukum  islam  maupun  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku telah terpenuhi  kecuali  syarat  usia  bagi  anak

Para  Pemohon  belum  mencapai  umur  19  tahun,  Namun  pernikahan

tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan
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keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat

khawatir  akan  terjadi  perbuatan  yang  dilarang  oleh  ketentuan  hukum

islam apabila tidak segera dinikahkan;  

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut

tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;  

4. Bahwa anak Para  Pemohon berstatus  Perawan,  dan telah  akil

balig  serta  sudah siap  untuk  menjadi  seorang istri/ibu  rumah tangga,

begitupun calon suaminya berstatus Perjaka dan sudah siap pula untuk

menjadi seorang suami/ atau kepala rumah tangga;  

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan Orang tua Calon suaminya

 anak Para Pemohon telah merestui  rencana pernikahan tersebut dan

tidak  ada  pihak  ketiga  lainnya  yang  keberatan  atas  berlangsungnya

pernikahan tersebut;  

      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  cq.  Hakim  segera  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya

berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;  

2. Menetapkan  memberikan  dispensasi  kawin  bagi  anak  Para

Pemohon yang bernama (YAYU RATNA KOMALA Binti BUDI HARJO

SUGIARTO  alias  BUDI  HS) untuk  menikah  dengan  calon  suaminya

 yang  bernama  (ANSHOR  AMIRULLAH  SIDDIQ  Bin  BUBUN

BUNYAMIN B alias BUBUN BUNYAMIN) 

3. Biaya menurut hukum. 

Atau                   

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara  aquo,  Para Pemohon telah  memberikan kuasa

khusus  kepada  Andri  Saputra,  SH,  Advokat  dan  Penasehat  Hukum  yang

mengambil  domisili  di  Griya Mangin Persada Blok C.1 Kel.  Bungursari  Kec.

Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17
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Maret  2020,  dan  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kota

Tasikmalaya dengan Nomor 623/Re.K/2020/PA.Tmk  tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa,  Hakim telah  memeriksa  surat  Kuasa Para  Pemohon tersebut

diatas,  dan  memeriksa  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan; 

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  yang  telah  ditetapkan  untuk  memeriksa

perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon

suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;  

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para

Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan

yang  akan  dilakukan  dan  dampaknya  terhadap  anak  dalam  masalah

pendidikan,  kesehatan  diantaranya  kesiapan  organ  reproduksi,  psikologis,

psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam

rumah  tangga,  sehingga  para  pihak  tersebut  disarankan  menunda  rencana

pernikahan  tersebut  hingga  anak  tersebut  sudah  mencapai  umur  minimal

diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan

yaitu umur 19 tahun;

Bahwa  atas  nasehat  Majelis  tersebut,  para  Pemohon  mencabut

Permohonanya dimuka sidang;

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  Hakim

menunjuk kepada hal-hal  sebagaimana yang tercantum  dalam berita  acara

persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Para  Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon

mencabut perkaranya;

Menimbang,  bahwa pencabutan perkara  oleh Para  Pemohon tersebut

dilakukan  sebelum pemeriksaan pokok perkara,  maka  sesuai  dengan Pasal

271-272  Rv  permohonan  Para  Pemohon  untuk  mencabut  perkara  tersebut

dapat  dibenarkan  secara  hukum,  karenanya  permohonan  tersebut  harus

dikabulkan;
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Menimbang, bahwa perkara ini dicabut dikarenakan anak Para Pemohon

pada  bulan  berikutnya  mencapai  usia  19  tahun  dan  memenuhi  syarat

perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah

didaftar  dalam  register  perkara,  maka  Majelis  Hakim  memandang  perlu

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh

karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

bidang perkawinan,  maka sesuai  Pasal  89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan   pencabutan  perkara  Nomor

107/Pdt.P/2020/PA.Tmk dari Pemohon I dan Pemohon II;  

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara

tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II

sejumlah  Rp 256.000,00 ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);  

Demikian  ditetapkan pada hari  Selasa tanggal  14  April  2020 Masehi,

bertepatan dengan tanggal  20 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami  Jamadi, LC.,

M.E.I sebagai  Hakim  Tunggal,  penetapan  tersebut  diucapkan  dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu
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oleh  Mariya Ulfah,  S.H. sebagai  Panitera Pengganti  serta dihadiri  oleh Para

Pemohon/Kuasanya;

Panitera Pengganti

ttd

Mariya Ulfah, S.H.

Hakim Tunggal

ttd

Jamadi, LC., M.E.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  50.000,00

3. Panggilan : Rp. 150.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai : Rp.             6.000  ,00  

Jumlah Rp. 266.000,00 

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

 Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Didin Jamaludin, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6


